
 
 

 
 
 
 
 
 

BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR 43 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 97 TAHUN 

2017 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUKOHARJO, 
 
 

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan 
tertib pengelolaan keuangan daerah, perlu diatur 
lebih lanjut ketentuan penempatan uang di brankas 

bendahara pengeluaran/bendaraha pengeluaran 
pembantu;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud  huruf a, maka Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah perlu diubah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 97 Tahun 
2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

    

SALINAN 
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  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);  

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

  10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6018); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha 

dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5092); 
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  12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3956); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4570);  

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

  20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

  21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 
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  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 230); 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036); 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
172); 

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 235); 

  26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
236); 

  27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 251); 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2017 

TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 52 ayat (12) dalam Peraturan Bupati 

Sukoharjo Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2017 Nomor 98) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

 
  Pasal 52 

 

  (1) SP2D yang telah diterbitkan oleh Kuasa BUD atas 
dasar SPM yang diajukan oleh PA/KPA untuk 
keperluan UP/GU/TU dan tembusan SPM yang 

diajukan yang sudah dibubuhi cap “Telah 
diterbitkan SP2D tanggal ..... dan nomor ....” 

diserahkan kepada PA/KPA. 

  (2) SP2D yang telah diterbitkan oleh Kuasa BUD atas 
dasar SPM yang diajukan oleh PA/KPA untuk 

keperluan pembayaran langsung diserahkan 
kepada bank yang ditunjuk atau ditransfer ke 
rekening pihak ketiga. 

  (3) Tembusan SPM dan tembusan SP2D untuk 
keperluan pembayaran langsung diserahkan 

kepada bendahara pengeluaran untuk dibukukan 
dalam register. 

  (4) Bendahara pengeluaran mencatat SP2D yang 

diterima kedalam Register SP2D. 

  (5) Bendahara pengeluaran atau pihak ketiga 

menerima transfer uang ke rekeningnya dari bank 
yang telah ditunjuk. 

  (6) Bendahara pengeluaran mencatat 

transfer/penerimaan kas kedalam Buku Kas Umum 
disisi Penerimaan. 

  (7) Bendahara pengeluaran mencatat kedalam Buku 

Simpanan/Bank (jika pembebanan UP/GU dan 
TU). 

  (8) Bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran kas 
kedalam Buku Kas Umum disisi Pengeluaran. 

  (9) Bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran kas 

kedalam buku kas umum dan buku panjar, jika 
uang yang dikeluarkan belum disertai bukti 

transaksi. 

  (10) Bendahara pengeluaran mencatat pemotongan dan 
penyetoran pajak kedalam buku pajak PPN/PPh. 

  (11) Apabila ada Bendahara Pengeluaran Pembantu 
maka : 

   a. bendahara pengeluaran menyerahkan uang 

muka kerja/panjar ke bendahara pengeluaran 
pembantu; 
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   b. bendahara pengeluaran pembantu menerima 
uang dan mencatat kedalam buku kas 

pengeluaran pembantu disisi penerimaan; dan 

   c. bendahara pengeluaran pembantu mencatat 
pengeluaran kas kedalam buku kas 

pengeluaran pembantu disisi pengeluaran. 

  (12) Batas Penyimpanan uang penerimaan UP/GU/TU 

di bendahara : 

   a. bendahara pengeluaran atau bendahara 
pengeluaran pembantu dapat menyimpan 

uang kas di dalam brankas paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang 
digunakan untuk menyimpan uang kas yang 

dikelola oleh bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran 

pembantu yang bersumber dari APBD; dan 

   b. sisa uang UP/GU/TU selebihnya tersimpan 
dalam rekening bendahara pengeluaran atau 

bendahara pengeluaran pembantu. 

  
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dan Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo. 
 

    

Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 14 Agustus 2018 
 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

            ttd 
 
WARDOYO WIJAYA 

 
 

 
 
 

 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  14 Agustus 2018 

 
     Pj. SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
                      ttd 

 
                  WIDODO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2018 NOMOR 43 

 
 
 


